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Abstract:

This research targets at how the impacthavery last PPH discount, tax sanctions, and
tax service modernization on taxpayer compliance of west Jakarta MSMEs throughout
the covd-19 pandemicThe purposivesampling method became used for thimgke and

the entire legitimate information turned into a hundred Respondents. The processing
strategies the usage of a couple of regression evaluation infornteglped by using the
SPS software (Statistical Product and provider answer) for windmieased 20 and
Microsoft Excel 2013. The results of this have a lookimplying that final PPH
reduction, tax sanctions, and tax service modernizdiereeffective effecten taxpayer
complance. The implication may be given as an enter and H#mw apprximately

taxes and wish that by using the information this is given in the thing of tax compliance
ought to help the authorities to elevate tax incomes.
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Abstract:

tujuan dari penelitian ini membuat kita mengetahui bagaimana dampak penurunan tarif
pph final, sanksi pajak danodernisasi pelayanan pajak terhadap kepatuhan gt
UMKM Jakarea baat selama pandemi covi®. Sampel penelitian akan menggunakan
metade purposive sampling dimana total data valid ialah 100 responden. Teknik
pengolahan data menggunakan analisis regresi berganda yg dibantu sang acara SPSS
(Statistical Productand Senice Solution) for Windows yang dirilis 20 dan Microsoft

Excel 2013 Hasil penelitiar:ini menunjkkan bahwe penuunaritarif PPH, sanksi

pajak dar modernisasi pelayanan paj&kpadakepatuharwgjib pajak Implikasi ini

dapa memberikan masukan dan menambakan wawasan terkait perpajakan dan
diharapkan dapat mgdi tanbahan iformasi mengenaifaktor yang berdapak pada
patumya wajib pajak untuk membantu pemerintah meningkatkan patadapajak.

Kata kunci : Penurunan TariPph Final, Sanksi PajgkModemisasi Rlayanan Pajak
Kepatuhan Wajib Pajak
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Pendahuluan

Panami corona virusitau bisa dibilang COVIEL9 menyerang pada akhir tahun 2019
hingga saat ini. Hal ini berdampak banyak kepada negara, dan salah satunya pada
keutangan negara. Salah satu yang nimmkan kontribusi terbesar dari pajak adalah
UsahaiMikro, iKedi dan Menengah(UMKM). UMKM pun terkena pengaruh dari
pandemi Covidl9 yang membuat adanya penurunan omzet penjualan, kesulitan dalam
pendistribusian barangad nmendapatkan bahan baku. Bad2umsat $tistik mebporkan
bahwa dari tahun 2018 hingga 2019kdusi UMKM meningkat sebesar 1,98%. Pada
tahun 2019 Indonesia telah mempunyai 65,5 juta usaha UMKM yang dimana usaha
mikro bertambah 798,7 ribu unit dan usamenengah bertambah 65,5 ribuitudari
tahun 2018Jumlah UMKM ini menjadi setara dengan 99@%ari semua uhiusaha
yang ada di Indonesia, dan 0,01% merupakan usaha besar dari total uniDesajaen
adanya perkembangan unit usaha UMKM, maka harapgk pegara meningkat sangat
besa.

Karena sistem peomgutanpajak di Indonesia bersifat seésesment yang mdesak
wajib pajak untuk jujur dan kompeten (Erna, Mira & Khoirul:2021), Tapi ternyata, masih
banyak pelaku UMKM yang belum melakukan kewajibanrcengan baik, terlebih
dengan danya pndemi Covid19 yang menurunkan omzet pendapatan. Mendigus
Widodo da Hetty Muniroh (2021), ada pengaruh yang positif yang terjadi dari
penurunan tarif PPh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Untuk meningkatkarpene@imaan pajak dari sektor UMKMLangkah pemerintah
adalah mencabut Peratur@amerintaiNomor46 Tahun2013 dain menggantinya dengan
PeraturarPemerintaiNomor 23 Tahun2018 (Agus & Hetty : 2021) . dimana peraturan
tersebut pemerintah telah merendahkaif pajak penghasilan sebesapdrsenmenjadi
0,5 pesen. Dengan tujuan dapat mendorong UMKMadh aktivitas konomi, dengan
memberikan keringanan dan keadilan lebih kepada wajib pajak dengan peredaran bruto
tertentu untuk sementara. MenurutiBlulyani. (www.kompas.com, 2018), Tarif g
renceh bisa memotiasi kepatuhan wajib pajak sehingga datsppjakan DJP seakin
tangguhitu di tahun yang sama

Meskipun dengan banyaknya upaya yang dilakukan oleh pemerintah, keterlibatan
UMKM kepada negara masih teldmg minim dilihat dari berita
https://money.kompas.com yang dimana Menteriogerasi dan UKM (Mekop)
mengatakarhingga tahun 2019 konribusi yang diterima sekitar 7,5 triliun atau hanya
1,1% (satu koma satu persen) dari total penerimaan PPH secara kesghartu 711,2
triliun. Wajib pgak terus meningkat jumlahnya sepanjang tatapi hal ini mergdi tidak
seimbag terhadap kepatuhan wajib pajak sendiri dan menjadikan kepatuhan
permasalahan dalam memaksimalkan penerimaan pajak Sihar Tambun P2eEH#)an
ini diharapkan dapat menjadnasuka bagi perusahaan untuk meningkatkan nilai
perusahaan,ah bagi investountuk melihat nilai persahaan bukan hanya apa yang ada
di laporan keuangan tetapi melihat faktaktor lain yang membentuk nilai perusahaan
tersdout.
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Kajian Teori

Teorn Lereng Licin (Theory of Slippery Slope).menyarankan du faktor penentu
utama kepatuhan pajak: kepercayaan pada otoritas dan kekuasaan otoritas.
Powerof authorities menghukum pelanggar pajak yang akhirnya membeggaan
harus pajakterhadap kedlan otoritaspajak. Trust in  Authorities memberikan
kepercayam kepada suatu ekommk dengan perilakunya. (Kirchler, 2008). Dengan
mengungkapkafheory of Slippery Slop@elaporan pajak harus bersifat patuh dan bila
ada gsuau keyakinan terhadap otorstgpapk maupunpula kekuatan dari otoritas pajak
buat mengendidan serta menghdai adanya penggelapan dana pajak.

Theoryof PlannecdBehaviour (TPB) mengungkapkan bahwa ada seseorang yang
bakal melakukan sesuatu pertarataik jika ada yang memotivadan jgamendoong
manusia untuk bertindak. Teoplanned behaour yang ditemian Azen (1991)
mengatakan bahwa perilaku manusia itu bisa dipengaruhi lewat sisi psikologis. Dan ini
dapat diartikan dalam kasus wajib pajs¥ajib pajak biasanya akan merdsanspirasi
untuk melakukan tanggung jawabnya dan harus ditproleh beberapéaktor seperti
motivasi. Motivasi atau inspirasi ini yang dapat memperjuangkan pemenuhan aturan
pajak dan tidak merasa dirugikan karena inspisatuk membayar tepat pada wakya
addah saah satu faktor tersebut.

UsahzaMikro, Kecil dan Menengah UMKM merupakan instrumen pertumbuhan
inklusif yang menyentuh kehidupan masyarakat yang paling rentan dan terpinggirkan.
Bagi banyak keluarga, itu addl ftu-satunya sumber mata pehesian. Jadi, dh-alih
mengambil pendekatan kesejahteraaniaseiki baupayamemberdayakan masyarakat
untuk memutus siklus kemiskinan dan keterbelakangan. Ini berfokus pada keterampilan
dan agensi orang. Namun, segmengyderbeda dari sektor UMKM didoimasi oleh
kelompok sosial yang berbedadMKM menjadi salah sat bidang yag bekontribusi
paling banyak di pertumbuhan ekonomdal ini menjadiUMKM dekat dengan rakyat
kecil dan memiliki kesempatan mendapat tenaga ké&tgkeja indoneisa memiliki
statigik dimana ada99,5 % pekerja di usaha UMKM (Kurniawan, 200Bggiatan ini
seutuhnya dilihat oleh pemerintahan, menjadikan UMKM terhitung wohirnjekus
program pertumbuhan yang digepebu oleh pemerintah. Kebijakan pemgah ini
dituangkan dalam Undanghdarg dan perdurar pemerintah.

Kepatuhan Wajib Pajak. Ketentwanumumn dar tate.caraperpajakan yang sudah
tertera pada UU No.28 pa-&lmenyebtkan kontribusi dari pajak adalah wajib dan
kepada negara baik orang pribadawgiin badan sehingga didesak uatkeperluan
necara dan tidak mendapat timbal balik segera. Sungan rakyat untuk negara yang
akan jadi kas dengan landasan UU yang didesak fuig&k mendapat timbal balik
(kontrasepsi) dikatakan oleh Mardiasmo (20E®menan pajak penghasilan memiliki
prinsip dengandasar yang luas, dengan pajak yang digunakbagse konsumsi yang
diterima dari manapun asalnya peningkatan kemampuan ekoemebut. Jadi subjek
pajak terjadi dari setiap peningkatan ekonomi yang didaggib pajak baik dari
Indonesianaupun luar Indbnesia dan menjadi konsumsi dalam bentuk apapun.

Sanksi Pajak Sanksi dalam perpajakan dapat diartikan bahwa setiap orandapat
jaminan sesuai pada aam undanguindang pada perpajakan yang harus diledisam

Jurnal Multiparadig ma Akuntansi, Volume V No. 3/2023 Edisi Juli Hal: 1489- 1498 1491



Nata scha dan Trisnawati : Pengaruh penurunan Tarif PFh, Sanksi Pajak dan ...

dimana diartikan untuk merga ala penghingran supaya tidak adanya pelanggaran
norma perpjakkan.Pada akhirnya, suatu hal terkait pengenaan dalam sanksi perpajaka
tercipta untuk para wajib pajak patuh untuk melaksanakan kewajibannya

Modernisasi pdayanan pajak. Surat pemberitahumaatauSPT kini sudah ada metode
yang lebih simple yaitu dengamdanya Application Service Powder (ASRJilkeng
dimana wajib pajak dapanelakukannya secara daring dan langsung pada internet yang
ada dirumah dengan menggkan website DJP (https://www.f@k.gaid). Gita (2010)
mengungkapkan bahwa dengan adanya liedilkita tidak merasa tersinggung untuk
kontrol secara luring dan kita 9a melaporkan sendiri SPT nya, sehinggfilieg
mempunyai tujuan menghilangkan tikda korupsi, kolusi dan NepotisméKN).
Penerapa ini lebih mudah dengan wajib pajak yang hapgau melaporkan pajaknya
dirumah saja menjadi tidak masalah. Kantor pajapat merakan mudahnya kegiatan
pendataan, administrasi dan pengarsipan laporak didistribusikan ke SPT.

Kaitan Antar Variabel

Penurunan Tarif PPH Final atas Kepatuhan Wajib Pajak UMKM  Tarif pajak
menjadi presentase yang dipakai untuk landasan menghitung tingginya pajak terhutang
yang perlu disetor. Tingginya cukai pajadampu dijatkan panduan dan mempengaruhi
persepsi. Seseorangapat lebihpatuh kepad&ewajiban perpajakan yang berdasar
dari teori perilakL terencanawajib pgak UMKM mendambakamenurunan tarif pajak
bersangkutan dengan norma subjeloengan berkurangnya tarif pajak hingga 0,5%, PP
23 Tahun 2018 ini memilikijuan untuk tidak memberatkan wajibjgdasupaya menjadi
motivasi untuk membayar pajak dan menaati kewajiban lainnya.

Sanksi pajak atas kepatuhan wajib pajak UMKM . perpajakan dapamnerjadi efek
substansiakepadakepatuha wajib pajak UMKM. Beralaskan hdsuji hipotesa yang
memperlihatkan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengsigtifikan dan memiliki
kaitan yany positif terhadap kepatuhan wajib pajakal ini menunjukkan bahwa
bedasarkan ketentuan peraturan perundandangan di bidang perpajakan, papan
sanksi perpajakan untuk mencegah atau mengurangi agar Wajib Pakakné@aggar
standar perpajakan. Wiajpajakakan @tuh jika mereka yakin hukuman pajak akan lebih
merugikan mereka, karena semakin banyak pajak yang harus dibayar wajib pajak,
sem&in sulit untuk mengembalikannya.

Sistem modernisasi pelayanan pajalkatas kepatuhan wajib pajak UMKM . Melalui

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No-45#J/2007 ditegaskan tentang pelayanan
perpajakan yaitu sentra dan penunjuk utama untuk meningkat&stasi DJP, mendesak
kualitas pelayanan untuk terus meningkat. Untuk memperkuat kepercayaan wajib pajak
dan membangun harapan kepada Dd&dernisai sistemmerupakan bentuk dari inovasi
yang mempunyai fungsi untuk mempridah seseorankgtika menjalanka kewajiban
pajaknya.Sistem modernisasi bisa juga dilakukan dalam meningkatkan patuhnya wajib
pajak. Dengan kemathan dalam melaksaken sistem iniakan mergdi pertimbangan
untuk wajib pagk dalam menjalankan sistem
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Pengembangan Hipotesis

Penurunan Tarif PPH Final atas Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Ananda(2015)
telah melakukan penelitian dan memperlihatkan bahwdapat dampak yang terlihat
jelas amara tarf pajak dengan patuhnya wajib pajak UMKM yang mengambil temipat d
Kota Batu dan dengan adangenelitian Julianto (2017) yang mengungkapkan bahwa
tarif pajak memiliki dampak terhadap ketaatan wajib pajak UMKMkalvasan Kota
Semarang.H1: PenurunadTarif PPH Final berpengarutpositif terhadp kepatuhan
wajib pajak.

Sanksi pajak atas kepatuhan wajib pajak UMKM . (Brata et al, 2017; Pranata &
Setiawan, 2015; &ayu, 2017) yang ada pada Yulddin Fauz{2020) yang mengatakan
kalau sanksi perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajasarden pajak
perlu dipertega kepada wajib pajak yang takukan penipuan serta menolak memenuhi
tanggung jawab yang muat sanksi pajak menjadi dorongamtuk mematuhi
kewajibannya tetama pajak UMKM tetapi penelitian ini tidak sesuai dengan tamu
yang dilakukan oleh (Fauziahi&Kusmuriyait, 2016 Rahmawati& Yuliant, 2018)
dimana sanksperpajakarternyat menghasilkan pengaruh tidaignifikan. H2: Sanksi
pajak berpengarupostif terhadagkepatuharwajib pajak.

Sistem modernisasi pelayanapajak ataskepatuhan wajib pajak UMKM . Muharan
(2015) melakukan pernigan terkait modernisasi ¢&m, dan hasilnya menunjukkan
modernisasi sistem terkadenga kepatuhan pajak. Sementara jienelitian oleh Putra
(2017) ini memperlihatkan kalau tidalda korelasi antara modernisastesisterhacgp
kepatuhan pajakH3: Modernisasisisem pelayananpajak berpengarulpositif terhadap
kepatuharwWajib Pajak.

penurunan tarif PPH Final (X1) . H1{#)

{+
sanksi pajak (X2) : —— kepatuhan wa|ib pajak UMKM (Y)

modernisasi pefayanan pajak (X3) - H3(+)

Gambar 1.
Kerangka Pemikiran
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M etodologi

Penelitian ini memiliki variabel yang dapat ditelitiengginakan metode kuatuitif
deskriptf. Sugiyono (2006:11)mergatakan bahePenelitian deskriptif kuantitatddalah
metode penelitian yangnendasarpada filsafapositivisme, dan dilakukan untuk
meneliti padapopulasi atasampel tertentupengumpulardata memakai penelitian ah
analisis stastik, yang bertujuan meguji hipotesis yang ditetapkanMetode yang
digunakan adalah purpesi samplingdan digunakan untuk membuktikan pengaruh
penurunan tarih PPHSanksi Perpajakan Dan Pelaga daring Terhadap Kepatuhan
Wajib PajakpadaUMKM yang berada di Jakarta BaraKriteria sampel: a. UMKM
berada di Jakarta Bar#éit Perusahaan yang membayar PPH, memahami penggunaan
modernisasi pelayanan pajak serta sanksi dari pajak tersePerusahaan yang masih
bertahan selama pandemi COWD selama tahun 204202 Jumlahseluruhnya sample
yang valid adalah 100 nesnden.

Tabel 1. Variabel Operasional Dan Pengukuran
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